
3. Undang-Undang . 

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang 
Pcmbentukan Propinsi Otonomi lrian Barat dan 
Kabupaten-Kabupatcn Otonom Propinsi Irian Barat 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia 2097); 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari 
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3651); 

a. bahwa pembentukan Unit Pelaksana Teknis telah 
sesuai dengan rckomendasi Gubemur Papua Nomor 
06 l /720 I /SET perihal rckomendasi persetujuan 
pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) 
PPA Kabupaten Biak Numfor. 

b. bahwa pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah 
Perlindungan Percmpuan dan Anak pada Dinas 
Pemberdayaan Percmpuan, Perlindungan Anak dan 
Keluarga Berencana sebagaimana dima.ksud pada huruf 
a diatas, maka perlu ditetapkan dalam Peraturan 
Bupati; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu mcnctapkan 
Peraturan Bupati tentang pembentukan Unit Pelaksana 
Teknis Daerah Perlindungan Percmpuan dan Ana.k 
pada Dinas Pemberdayaan Percmpuan, Pcrlindungan 
Ana.k dan Keluarga Bercncana Kabupaten Bia.k Numfor 
Tahun 2021. 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI BIAK NUMFOR 

Mengingat 

Menimbang 

BUPATI BIAK NUMFOR 

PROVlNSI PAPUA 

PERATURAN BUPATI BIAK NUMFOR 

NOMOR 29 TAHUN 2021 

TENT ANG 

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PERLINDUNGAN 
PEREMPUAN DAN ANAK PADA DINA$ PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, 

PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA 
KABUPATEN BIAK NUMFOR TAHUN 2021 



9. Undang-Undang . 

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang 
Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2008 tentang 
Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 
21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi 
Papua menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 122, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang 
Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang 
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang­ 
Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan 
Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 
tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5946); 

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286 ); 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 
Tarnbahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor 
5679); 

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Republik Indonesia 
Negara Nomor 5234); 

8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587); 

2 



ME MU TUSK AN: . 

9. Undang-Undang Numor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Karya (Lembaran Negara Republi.k Indonesia Tahun 
2020 Nomor 245, Tambaban Lembaran Negara Republi.k 
Indonesia Nomor 6573); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republi.k Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan 
Lembaran Negara Republik. Indonesia Nomor 4579}; 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan 
Lembaran Negara Republik. Indonesia Nomor 4587); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagjan Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, 
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan 
Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran 
Negara Republi.k Indonesia Nomor 4737); 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 
Negara Republi.k Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 
tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang 
Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara 
Republi.k Indonesia Tahun 2017 Nomor 451); 

15. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan 
Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2018 tentang 
Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah 
Perlindungan Perempuan dan Anak (Berita Negara 
Republik. lndonesia Tahun 2018 Nomor 532); 

16. Peraturan Daerah Kabupaten Biak Numfor Nomor 4 
Tahun 2018 tentang Perubahan Pertama Atas 
Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang 
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daserah 
Kabupaten Biak Numfor Tahun ( Lembaran Daerah 
Kabupaten Biak Numfor Tahun 2018 Nomor 4); 

17. Peraturan Daerah Kabupaten Biak Numfor Nomor 1 
Tahun 2019 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Biak 
NumforTahun 2019 Nomor 1); 

18. Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2017 tentang 
Susunan Organisasi, dan tata kerja Dinas 
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 
Kabupaten Biak Numfor (Berita Daerah Kabupaten Biak 
Numfor Tahun 2017 Nomor 22). 
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14. Kekerasan . 

BABI 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 
1. Kabupaten adalah Kabupaten Biak Numfor 
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Biak Numfor. 
3. Dinas adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anal< 

dan Keluarga Berencana Kabupaten Biak Numfor. 
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, 

Perlindungan Anal< dan Keluarga Berencana Kabupaten Biak 
Numfor. 

4. Sekretariat adalah Sekretariat Dinas Pemberdayaan Perempuan, 
Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Biak 
Numfor. 

5. Sekretaris Dinas adalah Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan, 
Perlindungan Anal< dan Keluarga Berencana Kabupaten Biak 
Numfor. 

6. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat (UPT) adalah Unit 
Pelaksana Teknis. 

7. Kepala Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat Kepala 
(UPT) adalah Kepala UPT Perlindungan Perempuan dan Anak pada 
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anal< dan Keluarga 
Berencana Kabupaten Bia.le Numfor. 

8. Subbagian adalah Subbagian UPT Perlindungan Perempuan dan 
Anak Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan Anak dan 
Keluarga Berencana Kabupaten Biak Numfor. 

9. Unit Pelaksana Teknis (UPT) kelas A untuk mewadahi beban kerja 
yang besar. 

10. Anal< adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk 
Anak yang masih didalam kandungan. 

11. Perempuan adalah sesorang yang berjenis kelamin perempuan. 
12. Kekerasan adalah setiap perbuatan yang berakibat atau dapat 

mengakibatkan kesengsaraan atau penderitaan baik fisik, seksual, 
ekonomi, sosial dan psikis terhadap korban, 

13. Kekerasan terhadap perempuan adalah setiap tindakan yang 
berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan 
bagi perempuan secara fisik, seksual, ekonomi, sosial, psikis, 
termasuk ancaman dalam tindakan tertentu, pemaksaan atau 
perampasan kemerdekaan baik yang terjadi di depan umum atau 
kehidupan pribadi. 

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS 
PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK PADA 
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, 
PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA 
KABUPATEN BIAK NUMFOR. 

Menetapkan 

MEMUTUSKAN: 
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BAB 0 . 

14. Kckerasan terhadap Anak adalah setiap tindakan yang berakibat 
atau mungkin bcrakibat pcndcritaan bagi anak sccara fisik, psikis, 
seksual, penelantaraan exploitasi, dan kekerasan lainya. 

15. Korban adalah scscorang yang mengalami kcsengsaraan atau 
pcnderitaan bailc langsung maupun tidak langsung sebagai akibat 
dari kckerasan yang tcrjadi di wilayah Kabupaten Biak Numfor. 

16. Perlindungan adalah scgala kcgiatan yang ditujukan untuk 
membcrikan rasa aman yang dilakukan oleh pihak kepolisian, 
kcjaksaan, pcngadilan, lcmbaga sosial atau pihak lain yang 
mengctahui atau mcndcngarkan atau telah tcrjadi kckcrasan 
tcrhadap pcrcmpuan. 

17. Perlindungan anak adalah segala kcgiatan untuk menjarnin dan 
melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, 
bcrkcmbang dan bcrpartisipasi sccara optimal scsuai dengan harkat 
dan martabat kcmanuisaan scrta mendapatkan pcrlindungan dari 
kckcrasan dan diskriminasi. 

18. Pclayanan adalah tindakan yang dilakukan scscgcra mungkin 
kepada korban ketika mclihat, mendcngar dan mcngctahui akan, 
scdang atau tclah terjadinya kckcrasan terhadap korban. 

19. Pcmbcrdayaan adalah pcnguatan korban kekerasan untuk dapat 
bcrusaha dan bckcrja sccara mandiri sctelah mcrcka dipuJihkan dan 
dibcrikan layanan kcschatan atau sosial. 

20. Pcnanganan adalah tindakan yang dilakukan untuk membcrikan 
layanan keschatan, layanan konscling, pcmuJangan, rcintcgrasi 
sosial dan bantuan hukum bagi korban. 

21. Layanan kcschatan adalah bcrupa pcrtolongan pcrtama kepada 
korban atau mcmfasilita.si pclayanan rujukan pada unit kcschatan 
lainnya. 

22. Layanan bantuan hukum adalah jasa hukum yang dibcrikan oleh 
pcndarnping, aparat pcncgak hukum yang mcliputi pcmbcrian 
konsultasi hukum, mcnjalankan kuasa mewakili, mendampingi, 
mcmbcla dan mclakukan tindak hukum lainnya. 

23. Reintcgrasi sosial adalah upaya untuk mcnyatukan kcmbali koban 
kepada keluarga, masyarakat, lcmbaga, atau lingkungan sosial 
lainnya yang dapat mcmbcrikan pcrlindungan. 

24. Pcndampingan adalah scgala tindakan bcrupa konscling tcrapi 
psikologis, advokasi dan bimbingan rohani guna pcnguatan diri 
korban untuk mcnyclcsaikao pcrmasalahan yang dihadapi. 

25. Konselor adalah orang atau pcrwakilan dari lembaga yang 
mempunyai kcahlian mclakukan pcndampingan korban untuk 
melakukan konscling terapi psikologis dan advokasi guna penguatan 
dan pcmulihan diri korban kckcrasan. 

26. Mediator adalah orang yang mcmpunyai tugas memimpin dan 
melaksanakan bahan mediasi untuk mencapai pcnyelesaian atau 
solusi yang dapat ditcrima oleh kedua belah pihak yang berselisih 
scsuai dcngan pcraturan dan kctentuan yang bcrlaku. 

27. Kelompok jabatan fungsional adalah kelompok jabatan fungsional di 
lingkungan Unit Pelaksana Tcknis (UP11 Perlindungan Perempuan 
dan Anak pada Dinas Pembcrdayaan Percmpuan, Perlindungan Anak 
dan Keluarga Berencana Kabupaten Biak Numfor. 

28. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural. 
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(2) Untuk melaksanakan . 

BABV 
TUGAS DAN FUNGSI 

Pasal 5 
(1) Unit Pelaksana Teknis (UPT) mempunyai tugas melaksanankan 

kegiatan teknis operasional atau kegiatan teknis penunjang dalam 
memberikan Iayanan bagi perempuan dan anak yang mengalami 
masalah kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus dan 
masalah hukum. 

BAB IV 

SUSUNAN ORGANISASI 
Pasal 4 

(1) Susunan organisasi Unit Pelaksana Teknis (UP'Ij Perlindungan 
Perempuan dan Anak kelas A terdiri dari : 
a. Kepala Unit Pelaksana Teknis 
b. Subbagian Tata Usaha; 
c. Pelaksana; dan 
d. Kelompok jabatan fungsional. 

(2) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 
b, dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada dibawah dan 
bertanggungjawab kepada kepala Unit Pelaksana Teknis (UP'Ij. 

(3) Struktur organisasi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Perlindungan 
Perempuan dan Anak sebagaimana tercantum dalam lampiran 
Peraturan Bupati ini dan merupakan bagian yang tidak 
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

BAB III 
KEDUDUKAN 

Pasal 3 
(1) Unit Pelaksana Teknis (UPT) Perlindungan Perempuan dan Anak 

merupakan unsur pelaksana sebagian kegiatan teknis operasional 
dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas Pemberdayaan 
Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana. 

(2) Unit Pelaksana Teknis (UPT) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dipimpin oleh kepala Unit Pelaksana Teknis yang berkedudukan 
dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas, dalam 
pelaksanaan tugasnya secara administratif oleh Sekretaris Dinas. 

BAB II 

PEMBENTUKAN 

Pasal 2 

(1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis 
(UPT) Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas 
Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga 
Berencana Kabupaten Biak Numfor. 

(2) Unit Pelaksana Teknis (UPT) Perlindungan Perempuan dan Anak 
merupakan UPT kelas A. 
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b. Mediator . 

Pelaksana terdiri dari : 
a. Konselor Psikologi/Hukum 

Melaksanakan kegiat.an pemberian bantuan psikologi/ hukum 
untuk mengatasi masalah yang dihadapi konseling sehingga 
dapat melakukan kegiat.an secara normal kembali. 

Pasa18 

Pasal 7 

Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Subbagian, 
mempunyai tugas: 
a. Menyiapkan penyusunan rencana program dan anggaran; 
b. Melaksanakan administrasi akuntansi dan pelaporan 

keuangan; 
c. Menyiapkan bahan administrasi sumber daya manusia; 
d. Melaksanaka.n ketatausahaan dao pencatat.an data koban; 
e. Melaksanakan urusan kerumaht.anggaan; dan 
f. Melaksanaka.n tugas lain yang diberikan oleh kepala Unit 

Pelaksana Teknis (UPT) sesuai dengan Tugas dan fungsinya. 

(1) Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) mempunyai tugas memimpin, 
mengkordinasikan dan mengendalikan Unit Pelaksana Teknis 
da!am menyelenggarakan layanan perlindungan bagi perempuan 
dan anak yang mengalami masalah kekerasan, diskriminasi, 
perlindungan khusus dan masalah lainnya. 

(2} Dalam melaksanaokao tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (IJ 
kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) menyelenggarakan fungsi : 
a. Pengkoordioasian dan pengendalian semua kegiatan 

penyelenggaraan layanan; 
b. Peoyusunan program kerja; 
c. Penyusunan rekomendasi hasil pengelolaan kasus; 
d. Pelaksanaan evaluasi basil kerja; 
e. Pembinaao dao peningkat.an kemampuan para pegawai dalam 

lingkukngan kerja; 
f. Pelaksanaan aclministrasi kantor; dan 
g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan kepada dinas sesuai 

dengan tugas dan fungsinya. 

Pasal 6 

(2} Untuk melaksanaka.n tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (l}, 
Unit Pelaksana Teknis (UPT) menyelenggarakan fungsi : 
a. Pengaduan masyarakat; 
b. Penjangkauan korban; 
c. Pengelolaan kasus; 
d. Penampungan sementara; 
e. Mediasi;dan 
f. Pendampingan korban. 
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Pasal 12 . 

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya 
masing-masing, mengkoordinasikan bawahanya dan memberikan 
bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas 
bawahannya dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil 
langkah-langkah yang diperlukan sesuai peraturan perundang­ 
undangan. 

Pasal 11 

DaJam melaksanakan tugasnya KepaJa Unit Pelaksana Teknis (UPI') 
dan pimpinan satuan organisasi serta kelompok tenaga fungsional 
wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan singkronisasi 
baik daJam linglrungan masing-masing maupun antar unit 
organisasi/ instansi Jainnya. 

BAB VII 

TATA KERJA 

Pasal 10 

BAB VI 

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL 

Pasal 9 
(1) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan 

scbagian tugas Unit Pclaksana Teknis (Ul7I) sesuai dengan 
keahlian dan kebutuhan. 

(2) Kelompok jabatan fungsionaJ terdiri dari sejumlah tenaga 
fungsionaJ yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan 
perundang-undangan. 

(3) Kelompok jabatan fungsional dipimpin oleh scorang tenaga 
fungsional senior yang di tunjuk. 

(4) Jumlah tenaga fungsionaJ ditentukan berdasarkan kebutuhan dan 
beban kerja. 

(5) Kelompok jabatan fungsionaJ mempunyai tugas sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

b. Mediator 
Memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan mediasi untuk 
mencapai penyelesaian atau solusi yang dapat diterima oleh 
kedua pihak yang berselisih sesuai dengan peraturan dan 
ketentuan yang berlaku. 

c. Pengadministrasi Umum 
Melakuklan kegiatan yang meliputi penerimaan, pencatatan 
dan pendokumentasian administrasi. 

d. Pengemudi 
Melakukan pelayanan transportasi yang bersifat kedinasan 
dengan kendaraan dinas. 

e. Petugas keamaman 
Melakukan kegiatan meliputi pengamanan dan penertiban. 

8 



SEMUEL RUMAlKEUW :sir-­ 
PEMBINA TK. I 
NIP. 19730508 200110 1 004 

BERITA DAERAH KABUPATEN BIAK NUMFOR TAHUN 2021 NOMOR 29 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BIAK NUMFOR 
CAP/TTD 

MARKUS OCTOVIANUS MANSNEMBRA 

Diundangkan di Biak 
Pada tanggal 30 Juni Tahun 2021 

BUPATI BIAK NUMFOR 
CAP/TTD 

HERRY ARIO NAAP 

Ditetapkan di Biak 
Pada tanggal 30 Juni 2021 

BAB IX 

KETENTUAN PENUTUP 
Pasal 14 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 
Kabupaten Biak Numfor. 

BAB VIII 

KEPEGAWAlAN 
Pasal 13 

(1) Kepala Unit Pelaksana Teknis dan Kepala Subbagian diangkat dan 
diberhentikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

(2) Kepala Unit Pelaksana Teknis merupakan jabatan pengawas 
setinggl<at jabatan struktural Eselon lV .a 

(3) Kepala Subbagian Tata Usaha merupakan jabatan pengawas 
setingkat eselon lV. b 

Pasal 12 
Setiap pimpinan satuan wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk­ 
petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing 
serta menyarnpaikan laporan secara berjenjang 
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SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN BIA.K NUMFOR 

CAP/ITO 
MARKUS OCTOVIANUS MANSNEMBRA 

BUPATI BIAK NUMFOR 
CAP/TIO 

HERRY ARIO NAAP 

KEPALA UPTD 

KEPALA 
SUBBAGIAN TATA 

USA HA 

JABATAN 
FUNGSIONAL 

STRUKTUR ORGANISASI 
UNIT PELAKSANAAN TEKNIS PERUNDUNGAN 

PEREMPUAN DAN ANAK PADA DlNAS PEMBERDAY AAN 
PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA 

BERENCANANA KABUPATEN BIA.K NUMFOR 

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KABUPATEN BIA.K NUMFOR 
NOMOR : 29 TAHUN 2021 
TANGGAL : 30 JUNI TAHUN 2021 
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